BAB 4
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta menyediakan jasa konsultasi perpajakan
seperti pelaporan SPT Masa dan Tahunan untuk seluruh jenis pajak sesuai dengan
kewajiban setiap klien yang memiliki banyak perbedaan jenis dan usaha. Staf akuntan
memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas klien masing-masing, mulai
perhitungan sampai dengan pelaporan semua kewajiban perpajakan klien. Kebijakan
pepajakan tentunya selalu berubah seiring dengan waktu, mengikuti perkembangan
dan perubahan yang menjadi pertimbangan regulator seperti Kementerian Keuangan
dan Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan kebijakan dapat berupa objek pajak, tarif
pajak, hingga prosedur aspek perpajakan. Oleh karena itu, Konsultan Akuntansi dan
Perpajakan Ariesta memiliki kewajiban untuk mengetahui dan menguasai kebijakan
perpajakan yang berkembang untuk selalu membantu kliennya.

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui proses
perhitungan sampai dengan pelaporan dalam aspek perpajakan salah satu klien pada
Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta yang bergerak dalam bidang
perdagangan berbagai material bangunan, dan mengetahui atau menilai kepatuhan atas
aspek-aspek perpajakan CV. X. Untuk mengetahui atau menilai kepatuhan perpajakan
tersebut dilakukan dengan melaksanakan tax review atas aspek perpajakan perusahaan.
Pada dasarnya tax review adalah suatu pemeriksaan untuk menilai apakah Wajib Pajak
sudah menjalankan aktivitas perpajakanya sesuai dengan aturan perpajakan yang
berlaku. Aspek perpajakan yang dinilai terdapat pada PPh 21, 25, 29, serta PPN. Jika
terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pepajakan yang berlaku, maka dapat terjadi
ada indikasi pengenaan sanksi pajak.

Hasil penilaian tersebut mengungkapkan bahwa CV. X patuh dalam
menjalankan seluruh aspek perpajakannya yaitu PPh 21, 25, 29, serta PPN. Mulai dari
pengenaan atas objek pajak dengan tarif pajak yang sudah sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku. Lalu menurut penyetoran dan pelaporan setiap aspek
perpajakan perusahaan, didapatkan bahwa perusahaan sudah menyetorkan dan

melaporkan setiap kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, sehingga perusahaan
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dapat dikatakan sudah patuh dengan peraturan atau regulasi pemerintah dalam
perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
CV. X yang menjadi klien pada Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta sudah
patuh sebagai Wajib Pajak, yang dapat dibuktikan setelah dilakukannya tax review atas
aspek perpajakan CV. X dan tidak terdapatnya kewajiban sanksi perpajakan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kegiatan selama aktivitas praktik kerja atau magang yang telah dilakukan,

terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada peserta magang

selanjutnya dan kepada staf secara keseluruhan selama kegiatan MBKM atau penyedia

magang sebagai berikut:

1. Peserta Magang Selanjutnya
Berdasarkan pengalaman yang didapatkan selama aktivitas magang,
mahasiswa yang berpartisipasi dalam magang perlu memahami mata kuliah
wajib yang dapat mengantarkan ilmu yang digunakan dalam praktik kerja.
Calon mahasiswa magang diharapkan dapat mengulang kembali materi yang
sudah didapatkan selama mata kuliah wajib agar pelaksanaan kegiatan magang
yang akan diperintahkan selama aktivitas magang. Mahasiswa juga diharapkan
dapat mengoperasikan aplikasi dasar yang akan digunakan, beradaptasi dengan
website yang digunakan selama aktivitas magang.
2. Penyedia Magang

Berdasarkan dari pengalaman yang didapatkan selama aktivitas magang,
Konsultan Akuntansi dan Perpajakan Ariesta sebagai penyedia magang dapat
memberikan pelatihan yang lebih baik kepada mahasiswa yang melaksanakan
magang. Pelatihan dapat dilakukan dengan jarak jauh untuk lebih membantu
beradaptasi tanpa perlu masuk ke kantor atau WFO. Pelatihan ini dapat
dimanfaatkan karena karyawan magang sering kali membutuhkan pengarahan

lebih dalam periode awal masuk kerja.
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